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BI'PATI PARIGI MOUTOWG
PROVITSI SEI,AIf, ESI TENGAII

PERATT'RAIT BIIPATI PARIGI MOUTOI{G
I{OMOR 53 TAIIUN 2016

TENTAITG

PERT'BAIIAIT ATAS PERATI'RAIT BI'PATI ITOMOR 24 TAHUN 2014
TEN5TAITG SISTS,U AI{UI|TAITSI PEUERIITTAII KABUPATEI{ PARIGI MOUTOI{G

TAIII'I| 2016

DEI|GAI{ RAIIMAT TI'IIAN YAI|G MAHA PSA

BI'PATI PARIGI MOUTOilG,

Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Parigi
Moutong Nomor 24 Tahun 2Ol4 merupakan dasar
penJrusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2015 dan tahun selanjutnya;
bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan terbaru terkait pengelolaan dan
pelaporan keuangan daerah maka perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten parigi
Moutong;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2Ol4 tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2016 .

Mengingat l.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO2 tentang pembentukan
Kabupaten Parigl Moutong di Provinsi Sulawesi Tangah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tarr|rrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b.



Menetapkan :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan l'embaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
(Iembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014
ilomot 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor 148);

MEMUTUSI(AI| :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBA}IAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KATTUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.

Paral I

Beberapa Ketentuan dalam tampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahwn 2Ol4

i.nt*i sistem Akuntansi pemerintah Kabupaten parigi Moutong (Berita Daerah

Kabupa:ten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

l.t.ampiranltentangSistemAkuntansiSKPDdiubahsebagaimanatercantum
dalaml,ampirarrltentangSistemAkuntansiSKPDyangmerupakanbagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

2. Lampiran II tentang Sistem Akuntansi PPKD diubah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il tentang Sistem Akuntansi PPKD yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
3. Lampiran III tentang Bagan Akun- Standar diubah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III t;ntaf,gEug.r, Akun standar yang merupakan bagian tidak

temisahkan dari Peraturan Bupati ini'



Pa$l II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fsar se!-ag orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati Kabupaten parigi. Moutong ini dengan pe.r.mpatarr.rya dalam BeritaDaerah Kabupaten farig fUoutonig

Ditetapkan di Parigi
Padatanggal 9o ?g9Fugtp ?dto

BI'PATI PARIGI MOUTONG

Ag
SAIUSTTRIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal

PIt. SEIIRETARIS DATRAII
KAAUPATEI| PARIGI UOUTOI{G

BERITA DATRAII I(ABT'PATEN PARIGI MOUTONG TAIIUN 2016 NOMOR
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SURAT PERTAI{GGUNC JAWABAN KEPALA DAERA
PEMERINTAE KABUPATEN DAERAE

PARIGIMOUTONG

PERNYATAAN PRTANGGU NG JAWABAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran .........

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intem yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kepala Daerah

BIJPATI PARIGI MOU ONG
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SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

SISTEM AKUNTANSI PPKD. 85



Pf,,MERINTAS KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BAGAN AKUN STANDAR

o

BUPATI PARIGI MOUTONG

pv-yL
SAMSURIZAL TOMBOTOTUTU

Koile
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Uraian
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9.3.2.01.005. Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO

9.3.2.01.006. Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah KabupateniKota - LO

9.3.2.01.007. Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO

9.3.2.01.008. Dst..
9.3.3. Delisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.001. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9.3.3.01.002. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO

9.3.3.01.003. Dst ..
9.4. BEBAN LUARBIASA
9.4.1. Beban Luar Biasa

9.4.1.01. Beban Luar Biasa

9.4.1.01.001. Beban Tidak Terduga

9.4.1.01.002. Beban Luar Biasa Lainnya

9.4. l.0l.003. Dst ..



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SKPD

DINAS/BADAN/KANTOR..........

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Ikntor............ Tahun Anggaran . sebagaimana

terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang

memadai, dan isinya telah menyaj ikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Dinas/Badan/Kantor

BUPATI PARIGI MOUTONG
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SAM SURIZAL TOMBOLOTUTU

SISTEM AKLINTANSI SKPD . 8I


